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PUTUSAN

NOMOR 292/B/2017/PT.TUN.JKT
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan
memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

S
PT. HACIENDA OCEAN INDUSTRIES, beralamat di Jalan Bali No. Q?Kémmek
- Mg vy, ’
Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Ci{@‘%h?diwakili
5\ \v&\“ -
oleh Hari Putra Joseph, Kewargane%arégn Indonesia,
b 4 >

bertempat tinggal di Jalan Bali NQ«» Sj««.Kxomplek Pelabuhan
Perikanan Nusantara Kejawana%éﬁgbon Pekerjaan Direktur

Utama PT. Hacienda Oce@\ lfltlustnes dalam hal ini telah
e

memberi kuasa kepaﬁﬁ““‘%Bmton Sianturi, S.H., dan Drs.
Aldinar Sinaga, S’H %Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,

FANN
Pekerjaan Adyék@t Beralamat di Gedung Kopi Lantai 4, suite
- AN

405, hﬁ@goeroso No. 20 Menteng - Cikini Jakarta Pusat,
\\f

@gasé?kan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2017;----

NN
xfx\ie*anjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/ PEMBANDING ;-
)

'%;g% | MELAWAN

@“‘%{\’ “%
KE&ALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN CIREBON,

berkedudukan di Jalan Pelabuhan Perikanan No. 1 Cirebon ;

dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Tini Martini, S.H., M.Soc.Sci ;

2. Effin Martiana, S.H.,M.H;

3. Taufig Budiman Atmamihardja, S.H ;

4. Santo Niago, S.H.,M.Hum ;
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5. Ali Asmadi, S.H ;

6. Mohammad Sahlan, S.H.,M.H ;

7. Arief Setiawan, S.H.,M.H ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kejawanan Cirebon, beralamat di Kantor

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon,%jalan

VALY

Pelabuhan Perikanan No. 1 Cirebon, berdasarkan sij}atk'uasa
% \T“\av *\

khusus Nomor 333/PPNK/HK.410/11/2017, tan%ﬁ% 28 Februari

2017 ; o

. . . P Q’i} %
Selanjutnya disebut sebagai TER%U%:NERBANDING
N

N\
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Nega\‘(?\;];karta tersebut, telah
membaca : w:w: &
1. Penetapan Ketua Pengadilan IQ@?'I%’[; Usaha Negara Jakarta tertanggal
19 Oktober 2017 Nomo?é‘i‘2v§2l§/2017/PT TUN.JKT, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yanggfmsmenksa dan memutus sengketa ini ditingkat

&"%. N
*\ *%..

2. Penunjukan @Nera Pengganti Nomor 292/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 19

banding ;

N
Oktobec%()\?

vw
‘\ " \ﬁ

3. Sal Qﬂ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Juli
@20‘17 Nomor 30/G/2017/PTUN-BDG yang dimohonkan banding ;-------------

4. Berkas Perkara Nomor 30/G/2017/PTUN-BDG serta surat-surat lain yang

berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk

sengketa seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
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Bandung tanggal 27 Juli 2017 Nomor 30/G/2017/PTUN-BDG, dalam sengketa

antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----------------
MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.720.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;---------------

o R,
Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung f"e&éebut
% g“‘a *\

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Ka@% tanggal 27
Juli 2017 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Pembandmg an&Kuasa Hukum

Tergugat/Terbanding ;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata lis;Ta*Negara Bandung Kuasa

Hukum Penggugat/Pembanding telah- m%}gajukan permohonan banding
. Q"m%
pada tanggal 9 Agustus 2017 sesyﬁl “Akta Permohonan Banding Nomor
P QA N
A ¢
30/G/2017/PTUN-BDG tanggal Q»A“gustus 2017 dan permohonan banding

tersebut telah dlberltahul«;lmskepada pihak lawan sesuai dengan Surat

Pemberitahuan Pe@%{a‘an Banding Nomor 30/G/2017/PTUN-BDG yang
G om
dibuat oleh Pa@%& Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal

N X
10 Agustus. 2017,
NN

Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori  Banding

f’;“f’ x
teﬁﬁn@gal 8 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 September 2017 dan Memori
Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor

30/G/2017/PTUN-BDG, pada tanggal 14 September 2017 ;

Bahwa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding

tanggal 4 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
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Negara Bandung pada tanggal 4 Oktober 2017 dan Kontra Memori Banding
tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor

30/G/2017/PTUN.BDG pada tanggal 4 Oktober 2017 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa
berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara

Nomor 30/G/2017/PTUN.BDG tertanggal 27 September 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan
Bandung yang dimohonkan banding dlucapkam d@gm “persidangan yang
terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juli 201‘& dén“gan dihadiri Kuasa Hukum

Penggugat/Pembanding dan Kuasa Huhum%ergugat/Terbandlng jrmmm e
N N\
AN S

Menimbang, bahwa P%ﬁéng"aﬂPembanding telah  mengajukan

permohonan banding atas Put&san Pengadllan Tata Usaha Negara Bandung
o Y

diatas pada tanggal 9 A\gﬁm 2017, oleh karenanya permohonan banding

%%&w

tersebut diajukan rf?as*ﬂl dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari bila

dihitung sejak téizghl diucapkan putusan yakni tanggal 27 Juli 2017, dan

karena dn%aﬁ(ukgan ( sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal
N

123 Qé%;g%—Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

QO
Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;---

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori
Banding tanggal 8 September 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 September 2017 yang pada
pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung yang dimohonkan pemeriksaan banding tersebut dan
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mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/semula Penggugat ;-----------

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :

30/G/2017/PTUN-BDG tertanggal 27 Juli 2017 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Penangguhan :

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penggog:’t“? tu Penangguhan

WA |
pelaksanaan Surat Tagihan No. 1720/PPN%@2@0/XII/2016 tanggal 08

Desember 2016 mengenai biaya Jasa%?ambat Labuh dan Kebersihan
& \‘$

Kolam sampai ada keputusan peng?&shla?\ yang berkekuatan hukum tetap
PO
atau incraht atau penetapan Ia@“ h
AN
2. Menyatakan menangguhkan %pelaksanaan surat keputusan TUN vyang

diterbitkan Tergugagqupa Surat Tagihan No. 1720/PPNK/P1.220/XI11/2016,
AN

tanggal 08 Qéf&rﬁbéf 2016 mengenai biaya Jasa Tambat Labuh dan

Wy

Kebersmw&am
LY |

Da@r@ gokok Perkara :
N N
e W
1. %ﬂengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan TUN vyang diterbitkan
Tergugat berupa Surat Tagihan No. 1720/PPNK/PI1/220/XXI1/2016, tanggal
08 Desember 2016 mengenai biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan

Kolam ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TUN yang

diterbitkan Tergugat berupa Surat Tagihan No. 1720/PPNK/PI1/220/XX1/2016
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tanggal 08 Desember 2016 mengenai biaya Jasa Tambat Labuh dan

Kebersihan Kolam ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori
Banding tanggal 4 Oktober 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Oktober 2017 yang pada

pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dari, %.pihak
AN G
Penggugat/Pembanding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengaﬁirénﬁriynggi
h O
Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagaﬁbeﬂ”kut ————————
& \ S »
1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Neg@fg Bandung Nomor
AL

30/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 27 Juli 2017 &aﬁgdmfmhonkan banding;-----

2. Membebankan biaya perkara kepada Penizéfwgng semula Penggugat ;-------

T A\
Menimbang, bahwa setelah '@m@ Hakim Pengadilan Tinggi Tata
, By, b
Usaha Negara Jakarta memernk@& dah meneliti secara seksama terhadap
- & S, %,

4

sengketa ini dan berkasz:«g?rkaranya yang terdiri dari Salinan Putusan
gon a Y

Pengadilan Tata Usa{f&%&ggara Bandung Nomor 30/G/2017/PTUN-BDG

tanggal 27 Juli %\@f?”z ;;ang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan

Persiapan, B*e%gx;c;lra Pemeriksaan Persidangan, Alat-alat bukti, Keterangan

Saksi dan Ke;erangan Ahli, Memori Banding dan Kontra Memori, maka Majelis

H@f{rﬁ‘ ’Pengadllan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa
p;rf‘h?bangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu
pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam

memutus sengketa ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut patut dikuatkan ;--------------
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Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka Penggugat/
Pembanding sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum
untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang

untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pe{\adllan
IR
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denga@‘ﬁuﬁ‘dang-
¥
Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundangah dacnnya yang

terkait ;

prs %
,,*E a4
g M

MENGADIL%&%‘“”&

- Menerima Permohonan Banding dar«g

&£ N\
- Menguatkan Putusan Peng@@é}éTa’ta Usaha Negara Bandung Nomor
30/G/2017/PTUN-BDG @@ggaﬁ’ 27 Juli 2017 yang dimohonkan Banding;---

- Menghukum Perf@g»ubat/Pembandmg membayar biaya perkara dalam dua

Vo,
tingkat pera'gﬂ"an yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp. 259\090@ (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

g:Ej?lBe‘mikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jum’at,
tanggal 8 Desember 2017 oleh kami RIYANTO, S.H sebagai Ketua Majelis,
DR.SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum dan KETUT RASMEN SUTA, S.H
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

di atas, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ODANG
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DARMAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para

pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
1. DR. SLAMET SUPARJOTO,S.H.,M.Hum. RIYANTO, S. &\m

2. KETUT RASMEN SUTA, S.H.
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Perincian BiayaPerkara :

1. Surat Pemberitahuan .................... : Rp. 28.000.-
2. ATK : Rp. 45.000.-
3. Redaksi ..o, : Rp. 5.000.-
4. Meteral .....coeviviiiiiiiiiiii : Rp. 6.000.-
5. BiayaProses Banding ..............cccceeeenne : Rp. 166.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.
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